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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahar
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintat
(LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2018 yang merupakan salah satu wujuc
dalam pelaksanakan Reforrnasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja padz
Pengadilan Negeri Kuningan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuningar
Tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 2¢
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanti Pemerintah, dan
Permenpan Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu
mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan
melayani sebagaimana harapan masyarakat. ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran
Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan
komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan
peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2018 ini merupakan laporan atas
capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuningan selama Tahun 2018 yang
semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Kuningan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai
proses prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuningan yang Agung”.

Kuningan, Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kuningan,

ULI PURNAMA. S.H. M.H.
NIP. 19670630 198908 1 00 1



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, merupakan LKjIP
dari Renstra tahun 2015 — 2019 selain dalam rangka menindak lanjuti Peraturan
Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2018, No. 1385/SEK/OT.01.2/11/2018,
Perihal Penyampaian LKjIP 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Pengadilan Negeri Kuningan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari
LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LK|IP yang proporsional
dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan Kkinerja
Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Dengan berakhirnya Tahun 2018, maka LK|jIP Pengadilan Negeri Kuningan
Tahun 2018, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data
yang terekam oleh Tim LK]jIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan disusun berdasarkan dan
bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2018 serta perbandingan dengan tahun
sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Kuningan.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum
mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Sebagai
bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah  yang diberikan,
Pengadilan Negeri Kuningan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan
Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi

yang sudah ditetapkan yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN YANG AGUNG”.
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BAB |
PENDAHULUAN

LJKIP adalah dokumen yang berisi gambaran jalannya tugas pokok dan fungsi
yang disusun dan disampaikan secara sistematis.
Agar Laporan LJKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Pengadilan Negeri Kuningan.
2. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati.
3. Berorientasi pada pencapaian VISI dan MISI.
4. Jujur, objektif, transparan dan akurat.

Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan,
dan peluang terhadap program kerja yang telah disusun selama tahun 2018 serta

langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan pada tahun 2019.

A. Latar Belakang

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan hukum yang berkualitas serta
mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang - bersih atau mewujudkan good
governance, maka Pengadilan Negeri. Kuningan memberikan bentuk
pertanggungjawaban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang didalamnya memuat rencana strategi yang berorientasi pada
sasaran/hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan secara
sistematis dengan memperkirakan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang akan muncul. Dan pada akhirnya akan terwujudnya program serta visi, misi

dan kebijakan untuk kedepannya.

B. Tugas dan Fungsi
1. Tugas

Pengadilan Negeri Kuningan merupakan lingkungan peradilan umum di
bawah Mahakamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Negeri Kuningan sebagai kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat yang pertama.
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kuningan antara lain:

a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan

dalam tingkat pertama.



b)

d)

f)

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum Kesekretariatan serta pembangunan.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan).

Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :
144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan
Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam
pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang

teknis yustisial.

C. Sistematika penyajian

Adapun sistematika Penyajian- Penyusunan menyelesaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab 11l Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
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organisasasi dan diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian
Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya..



BAB I
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah
(5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint
(Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja
Tahunan. Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka
Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka
Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu
pada pengertian Rencana Kerja Tahunan. Ditetapkannya program Jangka Panjang,
Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan
kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah
diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas. Sejak awal tahun
2010, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri
Kuningan telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka
Menengah (lima tahunan) sebagai berikut:

% Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.

/7
°

Peningkatan Prasarana dan Sarana Peradilan.

B

» Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan.

B

» Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.

R/
°

Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Kuningan 2015 — 2019 :
e Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
+ Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan
+ Pembinaan disiplin aparat peradilan.
+ Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.
+ Penambahan personil. _yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga

peradilan.

e Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
+ Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
+ Pemeliharaan gedung dan inventaris.
+ Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.

+ Pemanfaatan tehnologi informasi untuk menunjang transparansi.

e Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
+ Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.

+ Evaluasi kenerja dalam rapat rutin bulanan.



+ Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas
serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas
Mahkamah Agung RI.

+ Pemberian sanksi teguran dan peringatan bagi aparat yang melanggar

ketentuan.

e Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
+ Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang tekanis peradilan sesuai SOP
yang telah ditetapkan.
+ Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum
Materiil yang berlaku.
+ Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
+ Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.

e Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan :
+ Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
+ Penata-usahaan pembukuan.
+ Penyusunan laporan yang akurat.
+ Pertanggungjawaban yang akuntabel.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2015 - 2019 yang telah
ditetapkan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI
VISI

Terwujudnya Pengadilan negeri Kuningan Yang Agung.

MISI

¢ Menjaga kemandirian badan peradilan

e Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
e Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

e Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

1. Tujuan Dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuningan. Tujuan yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara
9



Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

o o Mo

Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

(on

. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Kuningan adalah sebagai berikut :

Penyelesaian perkara

Pelaksanaan tertib administrasi perkara
Sumber daya manusia yang berkualitas
Pengawasan yang berkualitas

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

O iy >

Penyediaan sarana dan prasarana

Program Utama dan Kegiatan Pokok
a. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

10



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI KUNINGAN

KINERJA PENANGGUNG
NO UTAMA INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGAN JAWARB SUMBER DATA
1. Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang X 100% Panitera Laporan Bulanan
Proses diselesaikan: Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dan Laporan
Peradilan Yang = Perdata Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan Tahunan
Pasti, = Pidana
Transparan dan Catatan :
Akuntabel Sisa Perkara : Sisa perkara.tahun sebelumnya
Peningkatan
aksepbilitas b. Persentase perkara : X 100% Panitera Laporan Bulanan
putusan Hakim = Perdata Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dan Laporan
= Pidana Jumlah Perkara yang ada Tahunan
Yang diselesaikan tepat waktu
Catatan.:
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
berjalan
c. Persentase penurunan sisa Panitera Laporan Bulanan
perkara Tn.1—Tr dan Laporan
» Perdata Tn. 1 X 100% Tahunan
» Pidana
Tn. . = Sisa perkara tahun berjalan
Tn. 1 = Sisa
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yang tidak X 100% Panitera Laporan Bulanan

mengajukan upaya hukum
= Banding

» Kasasi

»  Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum
Jumlah Perkara yang ada

Catatan :

dan Laporan
Tahunan
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e Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
e _ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,
maka semakin puas atas putusan pengadilan

e. Persentase perkara Pidana X 100% Panitera Laporan Bulanan
Anak yang Dlselesaikan | Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dan Laporan
dengan Diversi Jumlah Perkara pidana anak Tahunan
Catatan :
Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melainkan sebagai korban
Index  Responden . Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Yang Puas Terhadap Index kepuasa pencari keadilan dan Laporan
Layanan Peradilan Tahunan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggara Peklayanan Publik
Peningkatan . Persentase Isi Putusan Yang X'100% Panitera Laporan Bulanan
efektifitas Dlterima Oleh Para Pihak Tepat Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dan Laporan
pengelolaan Waktu jumlah putusan Tahunan
penyelesaian
perkara . Persentase  Perkara = Yang X100% Laporan Bulanan
Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan Laporan
Jumlah Perkara yang dilakukan melalui mediasi Tahunan
Catatan :
Perma No.. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
. Persentase herkas perkara Panitera Laporan Bulanan

yang diajukan Banding, kasasi
dan PK secara lengkap dan
Tepat Waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan X 100%
PK secaralengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan PK

dan Laporan
Tahunan

. Persentase Putusan Perkara

Yang Menarik Perhatian

Jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam X 100%

Laporan Bulanan
dan Laporan
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Masyarakat yang dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Diputus

website
jumlah perkara tipikor yang diputus

Tahunan

Meningkatnya . Persentase perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Panitera Laporan Bulanan
akses Peradilan yang diselesaikan jumlah perkara prodeo dan Laporan
Bagi Tahunan
Masyarakat Catatan :
Miskin dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Terpinggirkan bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
. Persentase perkara  yang | Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan = X 100% Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan di luar Gedung jumlah perkara yang seharusnya diselesaikandiluar gedung dan Laporan
Pengadilan. Pengadilan Tahunan
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
o Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Kantor
Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainya)
. Persentase Pencari Keadilan | Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan. X 100% Panitera Laporan Bulanan
Golongan Tertentu yang layanan bantuan hukum dan Laporan
Mendapat Layanan Bantuan jumlah pencari keadilan golongan tertentu Tahunan
Hukum (Posbakum)
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
e Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Meningkatnya Persentase putusan perkara Jumlah puitusan perkara yang ditindak lanjuti X 100% Panitera Laporan Bulanan
kepatuhan perdata yang ditindaklanjuti jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan Laporan
terhadap putusan | (Djeksekusi) Catatan : Tahunan
pengadilan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

TARGET INDIKATOR ANGGARAN/
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (%) PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET RP
1 Terwujudnya Proses . Persentase sisa perkara yang Program Peningkatan Jumlah 200 5.875.605.000
Peradilan Yang Pasti, diselesaikan: 100 penyelesaian Penyelesaian Perkara | putusan Perkara
Transparan dan = Perdata perkara perkara pidana
Akuntabel Peningkatan = Pidana dan Perdata
aksepbilitas putusan . Persentase perkara : secara tepat
Hakim = Perdata waktu
= Pidana 75
Yang diselesaikan tepat waktu
. Persentase penurunan sisa
perkara
= Perdata 20
» Pidana
. Persentase perkara yang tidak Program Jumlah penyelesaian Jumlah
mengajukan upaya hukum Peningkatan perkara yang sederhana | perkara
= Banding Manajemen transparan dan akuntabel | peradilan
= Kasasi Peradilan Umum umum yang
=  Peninjauan Kembali 93 diselesaikan
tepat waktu
. Persentase perkara Pidana Anak Program Peningkatan Jumlah
yang Dlselesaikan dengan Diversi 10 Peningkatan Manajemen Peradilan | Perkara anaka
Manajemen Umum yang diselesai
Peradilan Umum kan dengan
diversi
Index Responden Pencari Keadilan Program Peningkatan Peningkatan
Yang Puas Terhadap Layanan 72 Peningkatan Penyelesaian Perkara | Manajemen
Peradilan Manajemen Peradilan Umum
Peradilan Umum
2 Peningkatan efektifitas . Persentase Isi Putusan Yang Program Peningkatan Jumlah
pengelolaan penyelesaian Diterima Oleh Para Pihak Tepat 100 Peningkatan Penyelesaian Perkara | putusan yang
perkara Waktu Manajemen diselesaikan
Peradilan Umum secara tepat
waktu
Persentase Perkara Yang 27 Jumlah 15
Diselesaikan Melalui Mediasi Perkara yang Perkara

diselesai kan




dengan
mediasi

g. Persentase berkas perkara yang 100 Jumlah berkas
diajukan Banding, kasasi dan PK perkara secara
secara lengkap dan Tepat Waktu lengkap dan

Tepat Waktu

h. Persentase Putusan Perkara Program Peningkatan Jumlah
Yang Menarik Perhatian Peningkatan Penyelesaian Perkara | putusan yang
Masyarakat yang dapat Diakses - Manajemen diselesaikan
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Peradilan Umum secara tepat
Setelah Diputus waktu

Meningkatnya akses d. Persentase perkara prodeo yang Program Peningkatan Manajemen | Jumlah 2 perkara
Peradilan Bagi diselesaikan Peningkatan Peradilan Umum perkara
Masyarakat Miskin dan Manajemen peradilan
Terpinggirkan 100 Peradilan Umum umum yang
diselesai kan
melalui
pembebasan
biaya perkara

e. Persentase perkara yang Penyelesaian Perkara | Jumlah
diselesaikan di luar Gedung di Lingkungan | Perkara di
Pengadilan. 100 Peradilan Umum yang | Lingkungan

di Luar Gedung | Peradilan

Pengadilan Umum yang di
Luar Gedung
Pengadilan

f. Persentase Pencari  Keadilan Jumlah 240  Jam

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Layanan
100
Layanan Bantuan Hukum bantuan
(Posbakum) hukum
Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara perdata Program Jumlah penyelesaian | Layanan
terhadap putusan yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) 45 Peningkatan perkara yang sederhana | peradilan
pengadilan Manajemen transparan dan akuntabel Tingkat

Peradilan Umum)

Pertama




C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2018
dan dinyatakan dalam Perjanjian kinerja 2018, dengan menyesuaikan hasil dari
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kuningan yang terakhir disusun tahun
2018. Perjanjian Kinerja dapat diperinci sebagai berikut :
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LILI ROLIAH, S.E.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Kuningan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ULl PURNAMA, S H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kuningan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(ﬁéﬂ 1@5
ULI PURNAMA, S.H., M.H. LILI ROLIAH, S.E.
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Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2018
Pengadilan Negeri Kuningan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:
= Perdata
= Pidana

100

b. Persentase perkara :
= Perdata
= Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu

75

c. Persentase penurunan sisa perkara
= Perdata
= Pidana

20

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

= Banding
= Kasasi
= Peninjauan Kembali

93

e. Persentase perkara Pidana Anak yang
Dliselesaikan dengan Diversi

10

f. Index Responden Pencari Keadilan
Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

72

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima
Oleh Para Pihak Tepat Waktu

100

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

27

c. Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, kasasi dan PK secara
lengkap dan Tepat Waktu

100

d. Persentase Putusan Perkara Yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Meningkatnya akses
Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100

b. Persentase perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan.

100

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbhakum)

100

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

45
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan Visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri
Kuningan tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa
keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang
belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :

TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA %) %) %)
1. [Terwujudnya . Persentase sisa perkara yang
Proses diselesaikan:
Peradilan Yang = Perdata 100 100 109
Pasti, = Pidana
Transparan dan | b. Persentase perkara :
Akuntabel = Perdata
Peningkatan =  Pidana 75 86,36 89,38
aksepbilitas Yang diselesaikan tepat
putusan Hakim waktu
. Persentase penurunan sisa
perkara 20 28,68 143,40
» Perdata
*» Pidana
. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
= Banding 93 99,39 106,87
= Kasasi
= Peninjauan Kembali
. Persentase perkara Pidana
Anak yang diselesaikan 10 18,75 187,50
dengan Diversi
. Index Responden Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap 79 79.69 110,68
Layanan Peradilan
TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA (%) (%) (%)
2 | Peningkatan . Persentase Isi Putusan Yang
efektifitas Diterima Oleh Para Pihak 100 100 100
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pengelolaan Tepat Waktu
penyelesaian b. Persentase Perkara Yang 27 0 0
perkara Diselesaikan Melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding, kasasi
dan PK secara lengkap dan 100 100 100
Tepat Waktu
d. Persentase Putusan Perkara
Yang Menarik  Perhatian
Masyarakat yang dapat - - -
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Diputus
3 | Meningkatnya | a. Persentase perkara prodeo 100 i i
akses yang diselesaikan
Peradilan Bagi | 0. Persentase  perkara " yang
Masyarakat dlselesqlkan di luar Gedung 100 - -
Miskin dan Pengadilan. _ _
Terpinggirkaf c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan  Tertentu  yang 100 100 100
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4 | Meningkatnya Persentase  putusan perkara
kepatuhan perdata yang  ditindaklanjuti
terhadap (Dieksekusi) 45 100 222
putusan
pengadilan

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri kuningan Tahun 2018 mengacu pada indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Kuningan telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

TARGET | REALISASI | CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA (%) (%) (%)
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan: 100 100 100
» Perdata
» Pidana
b. Persentase perkara :
" Perdata 75 86,36 89,38
* Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
= Perdata 20 28,68 3,82
» Pidana
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
= Banding 93 99,39 106,87
» Kasasi
= Peninjauan Kembali
e. Persentase perkara Pidana Anak
yang Dlselesaikan dengan Diversi 10 18,75 187,50
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f. Index Responden Pencari Keadilan
Yang Puas Terhadap Layanan 72 79,69 110,68
Peradilan

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan Desember Tahun 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018,
sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan,
ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, dan Pemeriksaan
Terdakwa.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :

(40 Perkara) : (40 Perkara) X 100% = 100%

% Realisasi dari Sisa Perkara yang diselesaikan adalah 100%
% Target dari persentase tersebut adalah 100%

% Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu

Perkara Perdata yang masuk selama tahun 2018 sebanyak 118 Perkara,

yang terdiri dari 17 perkara perdata gugatan, 20 perkara gugatan sederhana dan 81

perkara perdata permohonan, dari 118 Perkara tersebut telah diselesaikan atau

diputus selama tahun 2018 sebanyak 104 Perkara sementara Perkara Pidana yang

masuk sebanyak 201 Perkara, yag terdiri dari 173 pidana biasa, 16 perkara pidana

anak, 12 pidana ringan/cepat, dari 201 Perkara tersebut telah diselesaikan atau

diputus selama tahun 2018 sebanyak 170 Perkara.

Persentase untuk mengukur akuntabilitas kinerja pada indikator kinerja ini

dapat dirumuskan sebagai berikut :

R/
A X4

A X4

A X4

A X4

(104 perkara perdata): (118 perkara perdata) X 100% = 88,14%

(170 perkara pidana) : (201 perkara pidana) X 100% = 84,58%

Capaian Persentase Perkara Perdata dan pidana yang harus diselesaikan tepat
waktu adalah sebesar 86,36%

Target pada penetapan kinerja Tahun 2017 yakni sebesar 75 %

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perhitungan persentase penurunan sisa Perkara Perdata dan pidana tahun

berjalan dan tahun sebelumnya dapat dirumuskan sebagai berikut :
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R/
L X4

R/
A X4

4

*

%

4

*

%

16 Perkara - 14 Perkara : 16 Perkara x 100% = 13%

24 Perkara - 31 Perkara : 24 Perkara x 100% = -41%

Realisasi dari Presentase Sisa Perkara Perdata dan Pidana yang belum diputus
pada tahun berjalan adalah 28,68%

Target pada penetapan kinerja Tahun 2018 yakni sebesar 20 %

Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai Targetnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perhitungan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik

banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dirumuskan sebagai berikut :

7
A X4

Banding : 270 Perkara : 274 Putusan x 100% = 98,54%
Kasasi : 273 Putusan : 274 Putusan x 100% = 99,64%
PK : 274 Putusan : 274 Putusan x 100% = 100%

Realisasi dari Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum adalah
99,39%
Target dari persentase tersebut adalah 93%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

e. Persentase perkara Pidana Anak yvang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi selama

tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut :

o,

o
%

R/
*

)/
*

*

*¢

+ Perkara Pidana Anak : 3 perkara : 16 Perkara x 100% = 18,75%
» Realisasi dari Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

adalah : 18,75%
Target pada penetapan kinerja Tahun 2018 yakni sebesar 10 %

» Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

sebesar 79,69,83%, target pada Penetapan Kinerja tahun 2018 sebesar 72% dengan

demikian indikator ini tercapai targetnya.

Sasaran

2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

secara lengkap dan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA TAIE/S;ET REAI;/!’SASI CAPO/?IAN
. Persentase Isi Putusan Yang Diterima
Oleh Para Pihak Tepat Waktu ki po0 100
. Persentase Perkara Yang o5 0 0
Diselesaikan Melalui Mediasi
. Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, kasasi dan PK 100 100 100

. Persentase Putusan

Perkara Yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Diputus

a. Persentase Isi Putusan Yanqg Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
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Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kuningan telah menghasilkan 314

Putusan baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mengukur akuntabilitas

kinerja pada indikator kinerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

o
*

*

o
*

*

314 Putusan : 314 Putusan x 100 % = 100%

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah 100%
Target dari persentase tersebut adalah 100%

Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

b.

Persentase Perkara Yanq Diselesaikan Melalui Mediasi

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Perkara Perdarta Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui
proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar
persidangan . Bahwa prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah
Jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dikalikan di bagi jumlah
perkara yang dimediasi dikalikan 100%

Sedangkan Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Kuningan menerima perkara
perdata Gugatan sebanyak 17 perkara, dari 17 Perkara Tersebut tidak ada perkara
yang menjadi akta perdamaian, Sehingga pencapaian prosentase perdamaian pada
tahun 2018 adalah sebagai berikut : .

% (0 Perkara) : (17 Perkara) x 100% =0 %
% Target dalam Penetapan Kinerja 201 sebesar 25 %
% Capaian Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah 0

% sehingga target tersebut tidak terpenuhi.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara

lengkap dan Tepat Waktu

Ukuran akuntabilitas Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Kuningan adalah jumlah 5 secara lengkap
dan tepat waktu, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah
sebagai berikut :

% 5 Perkara : 5 Perkara x 100% = 100%

% Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara
lengkap dan Tepat Waktu adalah : 100%

% Target dari persentase tersebut adalah 100%

% Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang

dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus
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Pengadilan Negeri Kuningan tidak menangani perkara Tipikor, sehingga tidak
ada putusan perkara Tipikor dan Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.

Sasaran 3 : Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET | REALSASI | CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang 100 i i
diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan 100 . i
di luar Gedung Pengadilan.
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat  Layanan 100 100 100
Bantuan Hukum (Posbakum)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tidak ada Perkara Prodeo yang diselesaikan yang masuk pada tahun 2018
dikarenakan tidak ada Prinsipal yang mengajukan perkaranya secara prodeo di
Pengadilan Negeri Kuningan.

b. Persentase perkara vang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pada tahun 2018 tidak ada perkara yang diselesaikan 'di luar Gedung
Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran akuntabilitas Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah jumlah 71 perkara, untuk
pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% 50 layanan x 50 layanan x 100% = 100%

s Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum) adalah : 100%

% Target dari persentase tersebut adalah 100%

% Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

TARGET | REALISASI | CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
% % %
Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (Dieksekusi) 45 100 222

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
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Ukuran Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(Dieksekusi) adalah jumlah 4 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT),
untuk pengukuran akuntabilitas kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

% 4 Putusan : 4 Perkara Yg BHT x 100% = 100%

% Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah :
100%

% Target dari persentase tersebut adalah 45%

% Realisasi 100%

Indikator Kinerja tersebut tercapai Targetnya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawali, Belanja Barang, dan

Belanja Modal

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kuningan tahun anggaran 2018,
rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu
Total Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Kuningan
sebesar Rp5.594.594.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus

sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai » Rp4.617.262.000,00
2. Belanja Barang : Rp864.832.000,00
3. Belanja Modal : Rp112.500.000,00

Sementara itu Total Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2018 Pengadilan
Negeri Kuningan sebesar Rp133.260.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam

puluh ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai :Rp -,-

2. Belanja Barang : Rp133.260.000,00
3. Belanja Modal : Rp-,-

2. Realisasi

Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Kuningan
sebesar Rp5.594.594.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus
sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai : Rp4.440.953.585,00
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2. Belanja Barang : Rp856.736.535,00
3. Belanja Modal : Rp111.650.000,00

Sementara itu Realisasi Anggaran DIPA Badilum Tahun Anggaran 2017 Pengadilan
Negeri Kuningan sebesar Rp133.260.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam

puluh ribu rupiah) dengan perincian :

1. Belanja Pegawai 'Rp -,-
2. Belanja Barang : Rp124.787.200,00
3. Belanja Modal - Rp-,-
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu
dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator
sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu
program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga
sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan
Negeri Kuningan menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan
yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum
terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap
perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan
Pengadilan Negeri Kuningan telah berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN-SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga
dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang
diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Untuk pemecahan
masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok
harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat
terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran
kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya
dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kuningan, Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kuningan

ULI PURNAMA, S.H. M.H.
NIP. 19670630 198908 1 00 1
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

I. Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) 2018

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
III. Rencana Kerja Tahun 2020

IV. Penghargaan yang diterima Pengadilan Negeri Kuningan selama
tahun 2018
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